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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran alat peraga 
kampanye (APK) dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang, yang mengancam prinsip 
keadilan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran tersebut 
meliputi pemasangan APK di lokasi terlarang seperti fasilitas publik dan ruang 
hijau, serta ketidakpatuhan terhadap standar teknis. Hal ini menunjukkan perlunya 
analisis mendalam mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam 
penegakan hukum terkait APK. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan 
pada dua hal utama, yaitu apa saja bentuk-bentuk pelanggaran APK yang 
ditindaklanjuti oleh Satpol PP, dan bagaimana mekanisme penegakan hukum 
terhadap pelanggaran APK yang dilakukan oleh Satpol PP. 

Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analisis 
terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Bawaslu 
Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2018. 
Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan Satpol PP Kota 
Semarang serta Bawaslu Kota Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran APK didominasi oleh 
pemasangan baliho, spanduk, dan bendera di lokasi terlarang, dengan total 24.289 
kasus. Mekanisme penegakan hukum oleh Satpol PP melibatkan identifikasi 
pelanggaran, koordinasi dengan Bawaslu, pemberitahuan, dan tindakan penertiban, 
termasuk pencopotan APK tanpa pemberitahuan jika diperlukan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pelanggaran APK 
oleh Satpol PP telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, namun 
memerlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi regulasi untuk 
meningkatkan penegakannya. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi 
pengembangan literasi hukum pemilu dan praktik penegakan hukum yang lebih 
baik di masa mendatang. 
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